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Abstract: Al-Qawd ‘id al-Fighiyyah is a general theory of Islamic law produced through the istiqra’ (induction) process. But
such affirmation has never been done and to do so requires adequate evidence and analysis of the working techniques of
al-Qawd id al-Fighiyyah. The author in this study conducted a study of a/-Qawa id al-Fighiyyah compiled by T4j al-Din
al-Subki in his work al-Asybah wa al-nazh4‘ir. This research is a library research with an approach to the philosophy of
Islamic law. The results state that the work method istiqrd’, namely the principle of thinking that draws conclusions from
empirical research on particular events into a unity of universal law. This legal conclusion will be applied (prediction)
to the object of the problem which still has relevance to the particular things mentioned earlier. The role of istigrd’ in
the preparation of al-Qawd’id al-Fighiyyah in particular al-Qawa ’id al-Asisiyah is to take the essence of the rules of figh
(fur®’) which have similarity to illat or wisdom which results are then formulated in general rules which includes cases of
particular law below. Besides that, each rule always includes exceptions (mutstaniyat). This form of exception is in terms
of the problem of induction in logic.

Keywords: al-Qawd ’id al-Fighiyyah, Istiqrd’

Abstrak: Al-Qawaid al-Fighiyyah merupakan teori umum tentang hukum Islam yang dihasilkan lewat proses #szigrd’
(induksi). Tetapi penegasan demikian belum pernah dilakukan dan untuk melakukannya diperlukan pembuktian dan
analisis yang memadai terhadap teknik kerja al-Qawd’id al-Fighiyyah. Penulis dalam penelitian ini melakukan kajian
tethadap al-Qawi‘id al-Fighiyyah yang disusun oleh T4j al-Din al-Subki dalam karyanya al-Asybih wa al-nazhi'ir.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan filsafat hukum Islam. Adapun hasilnya menyatakan
bahwa metode kerja #stigra’, yaitu prinsip berpikir yang menarik kesimpulan dari penelitian empiris terhadap kejadian-
kejadian partikular menjadi satu kesatuan hukum universal. Konklusi hukum ini yang akan diterapkan (prediksi) pada
objek permasalahan yang masih memiliki keterkaitan dengan hal-hal partikular tadi. Peranan istigrd’ dalam penyusunan
al-Qawd id al-Fighiyyah khususnya al-Qawd ‘id al-Asisiyah yaitu dengan mengambil intisari dari aturan-aturan fikih (furt’)
yang memiliki keserupaan 7//at atau hikmahnya yang hasilnya kemudian dirumuskan dalam kaidah-kaidah umum yang
mencakup kasus-kasus hukum partikular di bawahnya. Disamping itu, setiap kaidah selalu dicantumkan pengecualian-
pengecualian (mutstaniyat). Bentuk pengecualian ini dari sisi problematika induksi dalam ilmu logika.

Kata kunci: al-Qawad id al-Fighiyyah, Istigra’

Pendahuluan dari partikular-partikular hasil pemikiran fikih
menuju kesimpulan general-universal yang ber-

Al-Qawd ‘id al-Fighiyyah merupakan kekayaan

keilmuan Islam yang bisa disebut sebagai model basis pada kesamaan atau padanan atau yang

diistilahkan dengan al-Asybih wa al-Nazhi ir
yang merupakan nama lain dari ilmu a/-Qawa id

al-Fighiyyah'. Kaidah-kaidah dari ilmu ini di-

penemuan maqdshid al-Syari‘ah, karena ilmu ini
merupakan aspek prosedural dari pengelolaan
mashlahah yang telah disepakati sebagai tuju-
an hukum Islam. Rumusan-rumusan kaidahnya

! Dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu dikarenakan a/-
yang bersifat universal-abstrak meniscayakan Qawa’id al-Fighiyyah merupakan sudah menjadi sebuah disiplin
ilmu yang mandiri. Hal ini didukung oleh adanya mabidi’ al-

enggunaan metode induktif (istiqra’), berangkat
pengg ( 1 ) & Asyrah sebagai rancang bangun sebuah ilmu.
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lukiskan oleh pemikir kontemporer sebagai
lukisan yang baik tentang prinsip-prinsip fikih
dan pedoman bagi penyusunan hukum positif
(furi).* Para fuqaha’ perintis dan penyusun ilmu
ini® telah menyediakan fasilitas untuk memandu

langkah-langkah penalaran hukum dalam ber-

bagai tingkatannya berikut contoh-contohnya.

Meskipun dijelaskan memiliki makna penting,
akan tetapi dalam realitas perkembangan pemikiran
hukum Islam khususnya di Indonesia, a/-Qawa id
al-Fighiyyah tidak mendapatkan perhatian yang
sungguh-sungguh. Apa yang mendapat perhatian
selama ini dan hanya dalam ruang lingkup yang
kecil hanyalah ilmu wshill al-Figh saja. Padahal
berfikir mengembangkan hukum Islam tanpa
menyertakan fasilitas yang diberikan ilmu hukum
Islam (al-QawA‘id al-Fighiyyah) adalah menyalahi
logika kemajuan ilmu pengetahuan yang selalu
merupakan akumulasi pengetahuan dari masa lalu
untuk dijadikan pijakan kemajuan masa kini dan
mendatang,

Sebagai sesuatu yang tidak muncul eksis
dalam ruang hampa, jelas, hukum Islam me-
rupakan fenomena budaya dan fenomena
sosial sekaligus.* Kenyataan ini menyadarkan
umat Islam bahwa dalam melakukan studi
hukum Islam, penggunaan perspekdif ilmu-
ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial merupakan
suatu keniscayaan dalam meneropong hukum
Islam. Dengan mengacu pada distingsi gejala
studi Islam secara umum, maka hukum Islam
juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan
sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum
Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi
orang Islam dengan orang lain merupakan gejala
sosial. Maka dalam hal ini, ilmu 2/-Qawaid
al-Fighiyyah merupakan bagian dari studi
hukum Islam, dan menelaah kategori diatas te-
rmasuk kedalam gejala budaya. Menurut Atho’
Mudzhar, secara lebih elaboratif, Atho Mudzhar

? Kamil Musa, al-Madkhal ila al-Tasyri’ al-Isliami, (Beirut:
Muassasah Risalah, 1989), h. 47

3 Menurut Al-Nadwi bahwa golongan Hanafiah merupakan
yang pertama kali mempelajari a/-Qawa id al-Fighiyah.

4 Atho' Mudzhar, Pendekatan studi Islam dalam teori dan
praktek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 12-13
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memerincikan hukum Islam pada tiga segmen:’

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin
asas. Dalam penelitian ini, sasaran utama-
nya adalah dasar-dasar konseptual hukum

seperti masalah

konsep maqdshid al-Syari*ah, al-Qawd’id al-

Fighiyyah, thariq al-Istinbdth, dan lainnya.

Islam sumber hukum,

2. Penelitian hukum Islam normatf. Dalam
penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum
Islam sebagai norma, baik berbentuk nash
maupun sudah jadi produk pikiran manusia.
Aturan dalam bentuk 7ash meliputi ayat-ayat
dan Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan aturan
yang sudah dipikirkan manusia antara lain
berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-
bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti
kompilasi hukum Islam, perjanjian inter-
nasional, dan lain-lain.

3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.
Sasaran utamanya adalah perilaku hukum
masyarakat Muslim dan masalah interaksi
antar sesama manusia, baik sesama Muslim
maupun dengan non Muslim. Ini mencakup
masalah-masalah seperti politik perumusan
dan penerapan hukum (siy4sah al-Syar'iyyah),
perilaku penegak hukum, perilaku pemikir
hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti dan
anggota badan legislatif, masalah-masalah
administrasi dan organisasi hukum seperti
pengadilan dengan segala graduasinya dan
perhimpunan penegak serta pemikir hukum
seperti  perthimpunan hakim agama, per-
himpunan studi peminat hukum Islam. Dalam
jenis penelitian ini juga tercakup masalah-
masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas
hukum, masalah pengaruh hukum Islam
terthadap perkembangan masyarakat atau
pemikiran hukum, sejarah perkembangan
hukum, sejarah pemikiran hukum, sejarah
administrasi hukum serta masalah kesadaran
dan sikap hukum masyarakat.®

> M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam, (Analisis Terhadap
Pemikiran M. Atho’ Mudhar), Jurnal AL-AHKAM, Vol . 7294
No. 2 Desember 2012, h. 298-299

¢ M. Atho Mudhar. “Pendekatan Sosiologi dalam Studi
Hukum Islam”, dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan
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Dua bentuk studi yang pertama dan kedua
melihat Islam sebagai fenomena budaya dan
bentuk studi Islam yang ketiga melihat Islam
sebagai fenomena sosial. Dikategorikan sebagai
fenomena budaya, karena sifatnya yang tidak
berulang-ulang.

Al-Qawd‘id al-Fighiyyah merupakan teori
umum tentang hukum Islam yang dihasilkan
lewat proses #stigrd’ (induksi). Tetapi penegasan
demikian belum pernah dilakukan dan untuk
melakukannya diperlukan pembuktian dan
analisis yang memadai terhadap tehnik kerja a/-

Qawdi'id al-Fighiyyah.

Dalam penelitian ini, penulis ingin melacak
apakah susunan a/-Qawad‘id al-Fighiyyah sudah
sesuai dengan spirit rasionalisasi dan empirisasi’
istigra’  (metode
induktif) yang telah dirumuskan oleh para
ulama. Sehingga penyusunan a/-Qawd‘id al-

berpikir

yaitu penalaran

Fighiyyah sesuai dengan prosedur metodologis,
kemudian bisa dioptimalkan fungsinya sebagai
landasan untuk pengembangan fikih. Pada titik-
titik inilah penelitian ini menjadi menarik dan
layak untuk dikembangkan.

Istiqra’
Secara bahasa #stigrd® diartikan dengan pe-

ngikutsertaan, terus-menerus (al-Tatabu)?, diarti-
kan seperti ini dikarenakan dilihat dari segi zashrif;
istiqra” merupakan kalimat mashdar dari istagraa-
yastaqriyu (s 4-]) yang merupakan wazn dari
istaf ala (J~-)). Sedangkan kata istagran sendiri
merupakan bentuk derivasi dari kata garaa yang
bermakna mengumpulkan atau menggabungkan
antara satu sama lain,” imbuhan alif sin, dan

Berbagai Pendekatan. Ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2000), h. 34

7 Ungkapan ini diambil dari penelitian Jamal Ma'ruf Asmani,
Mendamba Figh Riset, Mengembangkan Teori Istiqrd’ Imam
Syafi’i, (Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya,
Vol. 01, No. 01, Maret 2009), h. 39

8 Louis Malaf, al-Munjid fi al-Lughat wa al-A’lém, Cet.
XXXVIII, (Beirut: Dar al-Masyrig, tt), h. 617

? Isma’il bin al-Hamad al-Jawhari, a/-SHihzih, Cet. 111, (t.p,
Dar al-Tlm, 1404 H), h. 2641. Jadi Istigra i bisa diambil dari 3
yang bermakna mengumpulkan, bisa juga diambil dari 3 yang
memiliki makna pengikutsertaan.
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ta’ berfungsi sebagai isyarat dari permintaan.'

Adapun pengertiannya menurut Mahmad
Fahmi Zaydan secara istilah yaitu:

Hhlaal Gk e e Bale 4028 1)

Suatu bentuk penyimpulan dari hal-hal yang
khusus yang ditangkap oleh indera menjadi
sesuatu yang sifatnya umum (kebalikan dari
metode qiyasi). Sedangkan menurut al-GhazAli
memberikan definisi yang hampir sama dengan
Mahmd Fahmi Zaydan, yaitu:

ot ol e eS8 o Sod i 50l mhoss
P S
Mengkaji dan meneliti perincian suatu perkara

untuk mengeluarkan suatu hukum yang wmum
dari perincian tersebut.

Sedangkan mendefinisikannya

al-Jurjani
dengan:

il ST G a3y ST e KA
Sebuah  hukum universal yang berasal dari

sebagian besar cabang-cabangnya.

Syihab al-Din al-Qarafi menjelaskannya
dengan:

dﬁ»&%ﬂu&wﬁgrﬁ;\cﬁ
eI el s 65 3o 3
Proses pengaplikasian hukum terhadap partikular-

nya dengan suatu cara, dimana terdapat perbedaan
pendapat tentang keabsahannya

Isméil al-hasani, seorang pakar ushul fikih
kontemporer, juga ikut memberikan pengertian

' Muhammad Abdurrahman al-Mar asyli, Jkhtilaf al-Ijtihid
wa Taghayyuribi wa Atsaru Dzalika fi al-Futya, (Beirut: Majd, tv),
h. 340

" Mahmid Fahmi Zaydan, Istiqrd’ wa Manhaj Iim, (Kairo:
Dir al-Jami’ah, tt), h. 27. Ungkapan ini diambil dari buku
H.\W.B. Joseph, An Introduchen To Logic, (Inggtis: Clarendon
Press Oxford, 1916), h. 350-351

12 Al-Ghazali, al-Mustashfi min ilm al-Ush4l, Juz.1, (Beirut:
Muassasah al-Risalah,tt), h.103

13 Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif Al-Jurjani, Kitab
ar-Ta'rifét, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th), h. 18

14 Syihab al-Din al-Qarafi, Syarh Tangih al-Fushil, (Kairo:
Dar al-Fikr, tt), h. 448
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tentang #stigrd , yaitu:
AL i pSoTy oV &l e g0 U]

15<-L9 V'<>

Perpindahan pemahaman dari suatu keadaan dan
hukum partikular kepada hukum yang universal.

Sedangkan menurut al-Syathibi mendefinisi-
kannya dengan,

S Lge o ot ol S Sl mhass
16¢L9

Pengkajian dan penelitian hal yang partikular
agar dapar diambil sebuah kesimpulan yang

universal.

Sedangkan istiqrd’ dalam istilah filsafat barat
dikenal dengan induksi. Induksi ini didefinisikan
dengan penyimpulan dari hal-hal yang khusus
yang ditangkap oleh indera menjadi sesuatu yang
sifatnya umum atau universal. Metode induksi
inilah yang dikembangkan oleh Aristoteles guna
mendapatkan pengetahuan.'”

Menurut John Stuart Mill (1806-1873) salah
seorang tokoh terpenting dalam mengembang-
kan logika induktif, mendefinisikan induksi
sebagai:

“that operation of the mind, by which we infer

that what we know to be true in particular case or

cases, will be true in all cases which resemble the
former in certain assignable respect”.'®

“Kegiatan budi, dimana kita menyimpulkan

bahwa apa yang kita ketahui untuk kasus atau

kasus-kasus tertentu, juga akan benar untuk
semua kasus yang serupa dengan yang tersebut

tadi dalam hal-hal tertentu”.
Dari beberapa definisi yang telah penulis

uraikan diatas, dengan melihat dari definisi

' Ismail al-Hasani, Nadhariyat al-Magishid ‘Inda Imim
Tahir 1bn Asyur, (Virginia: Mahad al-Islami 1i al-Fikr Islami,
1995), h. 354

16 Al-Syathibi, al-Muwdifaqgit, (Kairo:Dar al-Fikr, t0), h. 221

7 Muhammad Roy, Ushul Figh Madzhab Aristoteles, (Yogyakarta:
Safiria Insana Press, 2004), h. 208

'8 Sebagaimana yang dikutip oleh R.G. Sockadijo, Logika
Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1993), h. 132
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yang dikemukakan oleh beberapa pakar baik
yang terdahulu maupun yang modern, dapat
disimpulkan bahwa inti dari istigra’ adalah
menetapkan hukum umum setelah menyeleksi
terhadap hukum yang partikular. Dari hasil
penyeleksian penulis terhadap pemberian definisi
istiqrd’ oleh para pakar, menunjukkan bahwa
mereka tidak terlalu mementingkan persoalan
definisi (tarif), sehingga tidak nampak dari
definisi di atas bahwa #stigrd’ dijelaskan secara
esensial”®. Juga bisa dipahami bahwa istigra’yang
merupakan wilayah kajian filsafat ilmu memiliki
pengaruh besar ke dalam ilmu ushul fikih. Hal
ini secara jelas diisyaratkan dari beberapa tokoh
besar ushul fikih yang memberikan penjelasan
definisi dari #szigrd’ ini.

Dari definisi diatas dapat diketahui ciri-ciri
dari #stiqra’ (induksi) sebagai berikut:*

1. Premis-premis dari induksi adalah proposisi
empiric yang langsung kembali kepada
suatu observasi indera atau proposisi dasar,
proposisi dasar menunjukkan kepada fakta
yaitu observasi yang dapat diuji kecocokannya
dengan tangkapan indera. Pikiran tidak
dapat mempersoalkan benar tidaknya fakta,
akan tetapi hanya dapat menerimanya, sekali
indera mengatakan demikian, pikiran tinggal
menerimanya.

2. Konklusi penalaran induktif itu lebih luas
daripada apa yang dinyatakan dalam premis-
premisnya.

3. Meskipun konklusi induktif itu tidak me-
ngikat, akan tetapi manusia yang normal
akan menerimanya, kecuali kalau ada alasan
untuk menolaknya. Jadi konklusi penalaran
indukdif itu oleh pikiran dapat dipercaya
kebenarannya atau dengan perkataan lain:
konklusi induktif itu memiliki kredibiltas
rasional. Kredibilitas rasional itu disebut

probabilitas. Probabilitas itu didukung oleh

1% Dalam ilmu logika/mantiq, definisi terbagi kepada tiga: 1.
Had (Definisi esensial), 2. Rasm (definisi aksidental), 3. Lafdzi
(definisi nominalis). Selengkapnya Darul Azka & Nailul Huda,
Sulam al-Munawraq, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 54-57

2 R.G. Sockadijo, Logika Dasar:..., h. 132-133
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pengalaman, artinya konklusi induksi itu
menurut pengalaman biasanya cocok dengan
observasi indera.

Setiap pengambilan kesimpulan hukum mem-
butuhkan sebuah proses. Proses ini membutuhkan
dalil-dalil atau indiator indikator, sehingga dapat
menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat.
Berpindah dari sesuatu yang diketahui (indikator)
kepada sesuatu yang tidak diketahui, dan dari-
nya dihasilkan suatu kesimpulan. Adapun untuk
menentukan suatu kesimpulan tersebut dapat
ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya
metode giyds (deduksi) dan istigra’ (induksi).

Disamping itu, hasil kerja #szigra’ memiliki
tiga ciri khas, yakni sintesis, umum (general), dan
aposteriori. Ciri sintesis terlihat ketika kesimpulan
ditarik dari partikular-partikular yang memiliki
kesesuaian, yaitu dengan jalan mensintesiskan atau
menggabungkan kasus-kasus yang terdapat dalam
premis-premis yang diperoleh. Ciri umum adalah
karena kesimpulan yang ditarik selalu meliputi
jumlah kasus yang lebih banyak atau yang lebih
umum sifatnya dibandingkan jumlah kasus
yang terkumpul dalam premis-premisnya. Ciri
aposteriori adalah karena kasus-kasus konkret yang
dijadikan landasan atau titik tolak argumen. Semua
kasus tersebut merupakan buah hasil pengamatan
inderawi, bukan kebenaran-kebenaran fikiran

belaka.

Penerapan Istigrda’ dalam Penyusunan Al-Qawad'id
Al-Fighiyyah

T4j al-Din al-Subki dalam kitabnya a/-Asybih
wa al-Nazhdir menyebutkan pada pemulaan
kitabnya tentang metode penulisan dan sistematika
kitabnya. Ia terinspirasi dari kitab a/-Qawa id-nya
Ibn Abd al-Salim dan al-Asybih wa al-Nazhd ir-
nya Ibn al-Marhal®'. Setiap pembahasan dalam
kitabnya, T4j al-Subki selalu mengawali dengan
sinopsis sebagai pengantar awal sebelum memasuki

ke dalam pembahasan.

21 T4j al-Din al-Subki, al-Asybih wa al-Nadhi'ir, (Mesir:
Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), h. <
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T4j al-Din al-Subki meringkaskan bentuk
qd‘idabnya®  dari’lzzuddin  bin’Abd  al-Salim
dengan perkataan flal (1> (menarik ke-
maslahatan),
sudah termasuk menarik kemaslahatan.?® Setelah
menyebutkan kaidah di atas kemudian al-Subki
menjelaskan 2/-Qawd‘id al-Khams (kaidah yang
lima), yang diistilahkan dengan a/-Qawi‘id al-
Asdsiyah, kemudian menjelaskan a/-Qawd‘id al-
Ammab (kaidah-kaidah umum) selain kaidah
yang lima, yang berjumlah 27 kaidah. Setelah
itu, al-Subki menjelaskan kaidah-kaidah yang
disebutnya dengan al-Qawd‘id al-Khishshah,
yaitu kaidah-kaidah fikih yang meliputi bab-bab
fikih tertentu yang terdiri dari 185 kaidah fikih
yang mencakup fikih ibadah, fikih mu‘amalah
khususnya tentang jual beli, fikih peradilan
dan fikih

karena menolak kemafsadatan

khususnya tentang pengakuan,

perkawinan.

la mengawali pembahasannya tentang al/-
Qawa'id al-Asdsiyah dengan penjelasan tentang
fungsi al-Qawd‘id al-Fighiyyah. Menurutnya
suatu hal yang sangat penting bagi orang yang
memiliki daya nalar yang tinggi dan luas untuk
menguasai  al-Qawd'id al-Fighiyyah supaya
mampu untuk memecahkan persoalan fikih
ketika terjadi kebuntuan melalui metode al-
Qawd‘id al-Fighiyyah.** Karena mengerahkan
kekuatan dan bersungguh-sungguh dalam meng-
hafal cabang-cabang kaidah tanpa mengetahui
sumbernya dan tanpa menghafalnya dalam
bentuk gawa id merupakan suatu hal yang tidak
diridhai oleh jiwa yang memiliki sifat yang ke-
sombongan dan tidak akan mendorongnya
kedalam orang yang alim dengan segala per-
masalahan. Hal ini sebagaimana ungkapan
dari Imam haramain® bahwa cara atau metode
bagi setiap mujtahid dalam mengumpulkan

2 Al-Qawé'id al-Fighiyyah yang disusun oleh Ibn ‘Abd
Salam adalah

#'T4j al-Din al-Subki, al-Asybih wa..., h. 12

24'T4j al-Din al-Subki, al-Asybih..., h. 10

» Adapun nama lengkapnya Abdul Mulk bin Abdullah bin
Yusuf bin Muhammad Ziduddin Abt al-Ma'ali bin Syaikh Abi
Muhammad al-Juwaini, dilahirkan di Naisabur pada Muharram
419 H dan wafat pada bulan Rabiul Akhir tahun 478 H.
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dan menguasai seluruh permasalahan furi iyah
adalah melalui gawa id.

Pentingnya menguasai kaidah ini sebagai-
mana yang termaktub dalam syair berikut ini:

Wlsdll laeh a Lelaimd F selsilly Loar L
Cabang-cabang fikih itu hanya bisa dikuasai dengan

kaidah-kaidah, maka menghafalkan kaidah-kaidah
itu adalah sangat bermanfaar.®

Faedah selanjutnya dalam mempelajari dan
menguasai a/-Qawd‘id al-Fighiyyah memper-
singkat waktu bagi orang yang mengalami
kesulitan untuk menguasai seluruh persoalan
fikih (fura’), oleh karena demikian, menurut T3j
al-Subki solusinya adalah dengan menguasai a/-
Qawd'‘id al-Fighiyyah.”

Berdasarkan rincian di atas, T4j al-Din men-

definisikan dengan a/-Qawa ‘id al-Fighiyyah:

o 5 Ol ade sy @ JSU LY
Perkara yang umum dimana banyak persoalan
yang spesifik dapat diaplikasikan padanya, yang
mana keputusan pada ketentuan umum itu bisa

dipakai untuk mengetahui status hukum kasus

spesifik itu.
Seperti: Kaidah yang tidak terkhusus (umum)
dengan suatu bab, seperti;

KIRALP C% ® 3 N C}l-s-:-“
Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

Dan kaidah yang terkhusus dengan suatu
bab, seperti;

ssd)l e o8 Tans g §UST S

Setiap kafarah yang penyebabnya berupa maksiat
maka ditunaikan dengan segera’.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan dhibith
adalah kaidah yang terkhusus dengan suatu bab
dan bertujuan untuk menyusun permasalahan

26 ‘Abdullah bin Sulayman al-Jarhazi, al-Mawahib al-Saniyah,
(Ttp: Dar al-Rasyld, tt), h. 17
7 'T4j al-Din al-Subki, al-Asybéh..., h. 11
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yang memiliki keserupaan yang sama. Atau
bisa diartikan dengan perkara yang mencakup
seluruh permasalahan. Apabila maksud dari pe-
nyebutannya adalah menyatakan perkara yang
umum yang dapat menghimpunkan segala
masalah dalam suatu hukum, maka perkara
disebut dengan mudrik, dan jika tidak maka
apabila tujuannya memberikan batasan pada
segala furi’ dengan bagian-bagiannya tanpa
memandang kepada sumber gaidah, maka hal
tersebut dinamakan dengan dhibith. Jika di-
pandang pada tempat pengambilannya maka

dikatakan dengan gaidah.*®

Jadi dapat disimpulkan bahwa “perkara umum”
dinamakan dengan istilah g4 %dah, dhabith, mudrik.

Hal ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya.

Adapun lima macam al-Qawd’id al-Asésiyah
yang dimaksudkan oleh T4j al-Din al-Subki
adalah:

Kaedah Pertama:

2Ll b Y ok
“Keyakinan tidak bisa  dibilangkan dengan
kebimbangan’.

Kaidah ini dapat dijelaskan dengan beberapa

penjelasan, antara lain:

1. Kebimbangan tidak akan berhimpun dengan
keyakinan.

2 Taj al-Din al-Subki, al-Asybih..., h. 11. Lihat juga
Muhammad Yasin al-Fadani, al-Fawi'id al-Janiyyah, (Tp. Dar
al-Rasyid,tt), h. 86

# Adapun yang menjadi dasar atau sumber dari kaidah ini
adalah
SOV ol o b b ol cade S0 s ey 3 W SUsT a 13)

L 44 5l Uso oy 3 el (0 (2%

Apabila salah satu kamu merasai sesuatu dalam perut,
schingga terjadi keraguan, apakah sesuatu tersebut telah
keluar atau tidak?, maka sescorang tersebut jangan keluar dari
masjid (shalat) sehingga ia mendengar suaranya atau mencium
baunya. (H.R. Muslim dari pada hadist Abi Hurairah). Aba
Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabur, SHahih Muslim, Ed.
Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, tt),
h. 276. No hadis. 362

Menurut pentahgiq kitab Asybéh wa al-Nazhé 'ir, Syaikh ‘Adil
Ahmad Abd al-Mawjtd dan Syaikh Ali Muhammad, cakupan isi
kaidah ini mencapai seluruh bab-bab figh, sedangkan masalah

yang dapat diselesaikan mencapai % bahasan figh. T%j al-Din
al-Subki, al-Asybih..., h. 13
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2. Asl yang telah diyakini yang tidak bisa di-
hilangkan dengan datangnya kebimbangan,
sehingga bisa dikatakan:”hukum s/ adalah
menetapkan suatu perkara yang telah ada pada
suatu kondisi diatas kondisi sebelumnya”,

3. Istishhdb merupakan suatu dalil dalam
penetapan hukum.

a. Furd’ al-Qa ‘idah

T4j al-Din al-Subki menyebutkan banyak
sekali kasus dalam fikih yang menjadi fur#’ dari
kaidah ini, antara lain keyakinan akan sahnya
thahdrah. Seseorang yang sebelumnya telah yakin
bahwa ia berada dalam suci, tidak akan hilang
hukum #hahirah-nya disebabkan keraguan yang
muncul,*’karena sebelum keraguan itu timbul,
ia telah menyakini keabsahan kesuciannya.
Begitu pula seorang isteri mengaku belum
diberi nafkah untuk beberapa waktu, maka
yang dianggap benar adalah kata isteri, karena
yang meyakinkan adanya tanggung jawab suami
terhadap istrinya untuk memberi nafkah, kecuali
suami mempunyai bukti yang meyakinkan.
Al-Qawi’id al-Fighiyyah ini sama dengan asas
praduga tak bersalah (presumption of innocent)
dalam hukum Barat. Di samping itu, secara
moral seorang muslim harus memiliki sifat
selalu berprasangka baik sebelum ada bukti yang

meyakinkan bahwa dia tidak baik.’!

b. Mutstandyit (Pengecualian)

Di antara pengecualian dari kaidah fikih ini
menurut Ibn Nujaim adalah seorang perempuan
yang sedang menstruasi yang meragukan, apakah
sudah berhenti atau belum, maka ia wajib
mandi besar untuk salat. Contoh lain adalah
apabila orang ragu, apakah yang keluar itu mani
atau madzi, maka ia wajib mandi besar. Contoh
lain adalah baju yang terkena najis, tetapi tidak
diketahui bagian mana yang terkena najis, maka
ia wajib mencuci baju seluruhnya.’

30°T4j al-Din al-Subki, al-Asybéh..., h. 14

' A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000),
Cet.ke-3, h.249

32 Ibnu Nujaim, al-Asybih wa al-Nazh'ir, (Damaskus: Dar
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Ibn al-Qash mengecualikan kaidah “keyakinan
tidak dapat dihilangkan dengan keraguan” se-
banyak sebelas perkara, yaitu;»

1) Apabila ragu orang yang tidak bermusafir
(muqim) apakah telah menyempurnakan
menyapu sepatu selama sehari semalam

atau tidak, maka tidak dibolehkan untuk

menyapunya.

2) Apabila ragu orang yang bermusafir apakah
menyapu sepatu sedangkan dia sedang tidak
bermusafir atau apakah telah jauh safirnya,
maka tidak dibolehkan untuk menyapunya
kecuali menyapu orang yang muqim.

3) Orang yang bermusafir yang bertakbiratul
ihram dibelakang laki-laki yang tidak di-
ketahui apakah dia orang yang bermusafir
atau muqim, maka tidak dibolehkan ter-
hadapnya untuk meng-gashr shalat.

4) Binatang yang kencing dalam air schingga
air tersebut berubah, maka air tersebut di-
hukumi bernajis.

5) Perempuan mustahadhah yang memiliki
kewajiban sembahyang dan berkewajiban
untuk mandi pada tiap-tiap hari dimana
perempuan tersebut ragu apakah hari
tersebut merupakan hari terhentinya darah.

6) Apabila meyakini tertimpa najis di pakaian
atau dibadan dan tidak diketahui tempatnya,
maka wajib membasuh sekaliannya.

7) Terjadi keraguan pada musafir apakah telah
berniat igamah atau belum, maka dia tidak
mendapatkan rukbsah.

8) Terjadi keraguan pada musafir apakah telah

sampai kenegerinya atau belum.

9) Perempuan mustahadhah dan orang yang
menderita penyakit salsil (kencing yang
bertali-tali) yang berwudhuk, kemudian
ragu apakah darah istihadhah-nya atau
kencingnya telah terpotong, kemudian me-
lakukan shalat, maka shalat keduanya tidak
memadai.

al-Fikr, 1983), h. 81
3 T4j al-Din al-Subki, al-Asybéih..., h. 29
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10) Orang yang bermusafir yang mencari air
dan tidak mendapatkannya, maka dia
pun melakukan tayamum, kemudian me-
lihat sesuatu yang berkemungkinan se-
suatu tersebut adalah air, maka batallah
tayamumnya.

Kaedah Kedua:
#lp 2l
“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Kaidah asds: ini memiliki 6 kaidah turunan
yaitu:®

a. 2y )2y

b. Jix i

ddag V) Il Y Ll

Logiss] DGl 1y Logalasl o) Obnde o5 13)
e ple o wil AU el s

Flall o o Lol il o

T4j al-Din al-Subki dalam menjelaskan kaidah
ini menyebutkan bahwa bahaya yang dihilangkan
adalah bahaya yang tidak menimbulkan bahaya

yang lain, maka subtansi ini berkedudukan

o

e

™

terkhusus berserta perkara yang umum pada
hakikat, karena seandainya bahaya dihilangkan
dengan bahaya yang lain, maka tidak terbenar
bahwa “bahaya telah dihilangkan™.

Menurut ’Ali Ahmad al-Nadwi berpendapat

3 Adapun yang menjadi landasan untuk kaidah ini adalah
hadis Rasulullah yang berbunyi:

SIS INTE

Hadist ini di zakhrij oleh imam Malik dalam kitab a/-
Muwaththa, al-Hakim dalam al-Mustadrak, juga ditiwayatkan
oleh al-Bayhaqi, al-Daraqutnf dan Ibn Majah. Dalam hadist
diatas bahwa kata dharar dan dhirdr itu memiliki perbedaan,
yaitu:

Pertama, kata dharar (tanpa alif) dan dhirdr (dengan me-
makai alif), pada tataran linguistik mempunyai makna yang sama
namun berbeda dalam hal obyeknya. Kata dharar dimaknai sebagai
perbuatan yang dilakukan oleh seorang diri dan membahayakan
diri sendiri atau sebuah perbuatan yang bermanfaat pada diri sendiri
tapi bahaya buat orang lain. Sedangkan kata dhzrdr dimaknai se-
bagai perbuatan yang bersifat interelasi (dilakukan oleh dua orang
atau lebih) yang bisa berbahaya baik diri pribadi atau orang lain.

Abdul Haq, dkk, Formulasi Nalar Figh..., h 210-211.

% Jalaluddin Al-Suytti, al-Asybib ..., h. 61

36 T4j al-Din al-Subki, al-Asybih..., h. 41, Jalal al-Din al-
Suytid, Asybaih..., h. 86.
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bahwa penerapan kaidah fikih ini meliputi
lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa
jadi meliputi seluruh materi fikih yang ada.’”
Menurut Imam al-SuyQti bahwa banyak bab
fikih didasarkan pada kaidah ini diantaranya
mengembalikan barang yang dibeli karena cacat,
adanya hukuman ’zir, qishis, had, kafirat, me-
mutus pernikahan (fasakh) karena cacat, dan
lain-lain.

a. Furdy’ al-Qé ‘idab

Sebagian dari furi kaidah diatas menurut T3j
al-Din al-Subki adalah; mengembalikan barang
yang terdapat kecacatan, penahanan harta
(hajar)®, syuf ah dan qishas?, hudiid dan kafirah,
membayar barang yang dirusak®, pembagian
(mugasamah),” melantik pemimpin, melantik
para qadhi®?, membela diri, memerangi orang
musyrik, dan memerangi para pemberontak

(bughah)®.

Adapun contoh lain yang memunculkan a/-
Qawa'id al-Fighiyah di atas. Pertama, larangan
menimbun barang-barang kebutuhan pokok
masyarakat karena perbuatan tersebut akan
mengakibatkan kemadaratan bagi mereka.
Kedua, adanya berbagai macam sanksi dalam
figh jindyar (hukum pidana Islam). Ketiga,

aturan-aturan tentang pembelaan diri, me-

37 ‘Alt Ahmad al-Nadawi, a/-Qawa id al-Fighiyyah, (Damaskus:
Dir al-Qalam, 2000), h. 287

% Disyariatkan hukum Aajr untuk mencegah terjadinya
kemudharatan, yaitu menyia-nyiakan harta. Tentang batasan
mubazir pedomannya adalah usf; schingga berbeda w7/ dengan
sebab berbeda keadaan manusia.

% Disyariatkan eksekusi terhadap pembunuh dengan
sengaja agar tidak merajalela terjadinya kriminal dalam pem-
bunuhan, karena sipembunuh apabila mengetahuinya dengan
piadana(eksekusi) yang akan diberikan maka dia akan men-
jauhkan dirinya dari melakukan kriminal tersebut.

# Disyariatkan hukum tersebut untuk memelihara orang
lain yang telah dirusak (dihilangkan).

4 Disyariatkan hukum tersebut untuk untuk mencegah
kemudharatan berupa tidak bisa bertransaksi pada suatu hak
sebelum terjadinya pembagian dan sebelum diberikan hak
tersebut kepada masing-masing siempunya hak.

# Disyariatkan hukum tersebut untuk mencegah ke-
mudharatan berupa tidak mendapatkan hak di dalam negerinya,
dan merajalelanya kedhaliman.

# Disyariatkan hukum tersebut untuk menyatukan urusan,
dan menyatukan urusan adalah suatu kekuatan, sedangkan
berbeda urusan merupakan kelemahan.

MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan
Volume 5, No. 2, 2018



merangi pemberontak, dan aturan tentang
mempertahankan harta milik. Keempat, dalam
pernikahan adanya aturan talak untuk meng-
hilangkan kemudharatan yang lebih besar dalam
kehidupan rumah tangga. Kelima, larangan me-
rusak pohon-pohon, membunuh anak kecil,
orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak
terlibat peperangan.

b. Mutstandyit (Pengecualian)

Pengecualian dari a/-Qawd‘id al-Fighiyah
ini adalah sebagai berikut. Pertama, apabila
dalam menghilangkan kemudharatan akan
mengakibatkan kemudharatan lain yang sama
tingkatannya, seperti seseorang yang sedang
kelaparan mengambil makanan orang lain
yang juga sedang kelaparan, maka ini tidak
boleh dilakukan. Dalam ilmu hukum, contoh
yang sangat terkenal yaitu apabila seseorang
di tengah lautan ingin menyelamatkan diri
dari tenggelam dengan menggunakan sebilah
papan. Kemudian datang orang lain yang juga
ingin menyelamatkan diri dengan mengambil
papan tersebut. Menurut hukum Islam, hal
tersebut tidak boleh dilakukan karena tingkat
kemudharatannya sama, yaitu sama-sama ber-
maksud menyelamatkan diri (nyawa), yang
dikenal dengan istilah Aifdh al-Nafs (menjaga
diri) dalam teori magqdshid al-Syariar. Hal ini
berbeda dengan orang yang dalam keadaan
kelaparan hampir mati mengambil harta atau
buah-buahan di kebun orang lain demi untuk
menyelamatkan diri, maka hal ini dibolehkan.
Karena kemudharatan membiarkan diri mati
lebih tinggi derajatnya dibanding kemadaratan
mengambil harta orang lain. Meskipun sudah
tentu apabila dia sudah selamat dari ke-
matiannya, diwajibkan mengganti harta yang
telah dia makan. Karena inilah'Umar bin
Khaththab tidak memotong tangan pencuri
yang mencuri harta orang lain pada musim
kelaparan yang sangat berat.*

“ Rajih al-Rahill, Figh < Umar bin Khaththib, (Mesir: Dar
al-Garb, 1996), Cet. ke-1, h. 67.
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Adapun bentuk pengecualian lain dari kaidah
diatas menurut al-Subki adalah diberlakukan-
nya hukum memerangi pemberontak, atau
begal, kewajiban untuk membela diri, orang
yang dipaksa dengan tidak ada kewenangan me-
maksa, pembatalan akad dengan sebab terjadi
aib, disyari’atkan nikah, memberi nafkah
yang wajib bagi hamba sahaya atau kerabat
atau bagi istri dan bagi binatang peliharaan,
diperbolehkan mengambil harta orang yang lain
yang terpundak hak diatasnya apabila adanya
manfaat pada harta, orang yang sedang dalam
keadaan mudharat boleh mengambil makanan
orang yang tidak dalam keadaan mudharat
bahkan boleh berkelahi karena makanan tersebut
walaupun membahayakan dirinya, diwajib-
kan memberikan air bagi manusia walaupun
membawaki kemudharatan bagi binatang pe-
liharaannya dan tumbuhannya, diperboleh-
kan membelah perut mayat apabila menelan
harta orang lain, diperbolehkan membedah
perempuan yang anak yang dikandungnya mati
dalam perut, apabila terlindungi perempuan
dan anaknya.®

Kaidah Ketiga:
46 pwd) CAE L2zl

“Kesulitan akan mendorong kemudahan™

Perbedaan antara masyaqqat dengan dharurit,
apabila musyaqqar adalah suatu kesulitan yang

#T4j al-Din al-Subki, al-Asybih..., h. 45

4'T4j al-Din al-Subki, al-Asybih..., h. 49

¥ Adapun yang menjadi dasar dari kaidah ini adalah firman
Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:

o) (oSG Ny ) oS g
Allah mencintai terwujudnya kemudahan, dan tidak mencintai
kesulitan bagimu” .

Dilihat dari asbéb al-Nuzdilnya, ayat ini memang diturun-
kan dalam konteks pemberian keringanan hukum bagi berupa
diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit atau orang
yang sedang melakukan perjalanan. Namun menurut kalangan
mufassirin, jika ditilik dari aspek universalitas teks (umm al-
Lafzh) dan pesan pesan mendasarnya, maka ayat diatas berlaku
dalam skala yang sangat luas, artinya kemudahan itu tidak hanya
diberikan kepada orang sakit atau musafir, melainkan bagi semua
umat Islam yang mengalami kesulitan. Lihat selengkapnya Al-
Qurthabi, 7Zafsir Rith al-Bayin..., h. 293, sebagaimana yang
dikutip oleh Kaki Lima Team, Formulasi Nalar Figh:..., h. 174
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menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang
sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan me-
mbahayakan eksistensi manusia. Sedangkan
dharurat adalah kesulitan yang sangat menentu-
kan eksistensi manusia, karena jika ia tidak
diselesaikan maka akan mengancam agama,
jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.
Dengan adanya masyaqqat akan mendatangkan
kemudahan dan dengan adanya a/-DHarir akan
mendatangkan penghapusan hukum, dan ketika
ada keduanya maka akan mendatangkan ke-

maslahatan bagi kehidupan manusia.*

a. Furdi’ al-Qé ‘idah

Diantara isi fur# 'yang menciptakan kaidah ini
adalah pertama, dalam perjalanan, seperti boleh
qashar salat, jama® salat, dan buka puasa. Kedua,
sedang sakit, seperti boleh tayamum ketika sulit
memakai air, salat fardu sambil duduk, berbuka
puasa bulan Ramadin dengan kewajiban gadhi
setelah sehat, dan penundaan hukuman had
sampai terpidana sembuh. Keriga, keadaan
terpaksa. Setiap akad yang dilakukan dalam
keadaan terpaksa tidak sah, seperti jual-beli,
gadai, dan sewa menyewa, karena bertentangan
dengan prinsip kerelaan dan merusak barang
orang lain karena dipaksa. Keempat, lupa, seperti
lupa makan dan minum pada waktu puasa.
Kelima, tidak tahu, seperti orang yang baru
masuk Islam karena tidak tahu dia memakan
makanan yang diharamkan, maka dia tidak
dikenai sanksi. Seorang wakil tidak tahu bahwa
yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan
dilarang bertindak hukum, misalnya pailit, maka
tindakan hukum si wakil adalah sah sampai dia
tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam
keadaan mabjiralaih (dilarang melakukan
tindakan hukum). Dalam contoh ini ada kaidah
lain yang mengatakan bahwa ketidaktahuan
tentang hukum tidak dapat diterima di negeri
muslim, karena masih ada kemungkinan untuk
mengetahui. Keenam, umiim al-Balwi seperti

“ Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah
(Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam), Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002, h 132-133.
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jual-beli salam, kebolehan dokter melihat aurat
pasien yang bukan muhrimnya karena untuk
pengobatan, dan percikan air dari tanah yang
mengenai sarung untuk salat. Kerujuh, belum
atau tidak mampu bertindak hukum, seperti
anak kecil, orang gila, dan orang mabuk.
Kedelapan, mengeluarkan zakat dari onta
tidak diperdapatkan bintu makhaz maka boleh
berpaling kepada 7bnu labun dengan adanya
nash.

b. Mutstandyit (Pengecualian)

Pengecualian dari a/-Qawd‘id al-Fighiyah
ini di antaranya adalah perzama, kesulitan yang
diklasifikasikan sebagai kesulitan yang ringan,
seperti merasa lapar ketika puasa, lelah ketika
menjalankan tawaf dan sai, dan merasa pening
ketika ruku® dan sujud. Kedua, kesulitan yang
muncul sebagai resiko dalam suatu perbuatan,
ketika puasa kecuali kalau

seperti lapar

membahayakan jiwa.”

Kaidah Keempat:

“Merujuk kepada kebiasaan’.

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun
atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh
masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut di-
ketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan
atas dasar kesadaran masyarakat sendiri.>
Ketika Islam datang membawa ajaran yang me-
ngandung nilai-nilai #/ihiyah (ketuhanan) dan
nilai-nilai #msdniyah (kemanusiaan) bertemu
dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat.
Di antara adat kebiasaan ada yang sesuai dengan

#T4j al-Din al-Subki, al-Asybih..., h. 50
>0 Muhammad al-Ruki, Qawé id al-Figh al-Islimi, (Beirtt:
Dar al-Qalam, 1998), Cet. ke-1, h.16.
! Menurut Qadhi Husain; landasan kaidah ini adalah sabda
Nabi Muhammad saw;
e A i 545 e Ogaddd ol L
sesuatu yang menurut pandangan orang muslim (mujtahid)
bagus maka disisi Allah pun bagus.”Muhammad Yasin al-
Fadani, al-Fawd’id ..., h. 266
>2 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikib:..., h. 7

MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan
Volume 5, No. 2, 2018



nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya
berbeda, dan ada pula yang berbeda bahkan
bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam
ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama mem-
bagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat
menjadi ’ddat shahih (kebiasaan benar dan
baik) dan'ddat fasid (kebiasaan salah dan tidak
baik).’Izzuddin bin’Abd al-Salim menyatakan
bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia-
akhirat tidak dapat diketahui kecuali oleh
syariat, sedangkan kemaslahatan dan ke-
mafsadatan dunia saja dapat dikenal dengan
pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang
benar, serta indikator.”

a. Furdi’ al-Qa ‘idah

Diantara cabang fikih yang menjadi dasar
kaidah ini adalah sebagai berikut; perzama,
waktu menstruasi (haidh),>* kadar nifas,” kadar
suci, mengambil buah yang jatuh dijalan dari
pohon yang dimiliki,”” mahar mis/, berpegang
pada’urf tentang banyak dan sedikitnya darah,
tentang kadar beriringan (muwalat) diantara dua
salat bagi yang melakukan jama’ tagdim, tentang
tipis dan tebalnya jenggot pada masalah wudhi’,
tentang kadar benda hina (tidak berharga) pada
masalah jual beli.

b. Mutstandyit (Pengecualian)

Pengecualian dari kaidah ini diantaranya,
pertama, ’ddabh yang bertentangan dengan
Alquran dan hadits, seperti puasa secara terus
menerus atau puasa selama empat puluh hari,
kebiasaan judi, menyabung ayam, kebiasaan
menanam kepala hewan korban ketika mem-
buat jembatan misalnya, kedua, ddah tersebut
tidak menyebabkan kemafsadan atau meng-

% ‘Tzzuddin bin ‘Abd al-Salam, Qawdi'id al-Ahkim fi
Mashalibh al-Aném..., Juz 2, h.10.

>4 Minimal usia seorang wanita mengalami haidh adalah
sembilan tahun qamariyah.

%> Sekurang-kurang nifas sekecup mata, sebanyak-banyaknya
enam puluh hari, dan kebiasaannya empat puluh hari.

%6 Sekurang-kurang suci 15 hari dan tidak ada batasan bagi
sebanyak-banyaknya.

%7 Maka yang menghukumi pada buah ini adalah w7/
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hilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya
tidak mengakibatkan kesulitan, seperti mem-
boroskan harta, hura-hura dalam acara pe-
rayaan, ketiga,’ddah berlaku pada umumnya
kaum muslimin, maksudnya bukan hanya yang
biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila
dilakukan oleh beberapa orang saja tidak di-

anggap adat kebiasaan.’®

Imam Zarkasyl menambahkan pengecualian
pada kasus orang yang dimintai jasanya, dalam
pembayaran upahnya tidak boleh merujuk
kepada adat kebiasaan, tetapi harus ditentukan
secara langsung kepadanya.”

Kaidah Kelima:
Ldolis 55eY)

“Segala perkara tergantung kepada niatnya™

58 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikib...., h. 83-84.

%% Sa'id Muhammad ‘Abbadi al-LaHjt, IdhiH al-Qawd’id ...,
h. 39

€ Adapun yang menjadi dasar atau landasan dari kaidah ini
adalah hadis

ol Jleed 1

Hadist tersebut ditakhrijkan oleh imam Bukhari juz 1 hal
9 pada kitab permulaan wahyu/bab bagaimana permulaan
diturunkan wahyu kepada nabi Muhammad, dan imam muslim
juga mentakhrij hadis tersebut pada juz 3 h. 1515-1516 pada
kitab imarah/bab sabda nya Nabi Muhammad saw;

3l JlasY 1)

Menurut Abu ‘Ubaidah “tidak ada pada hadist Nabi yang
lebih menghimpunkan dan lebih terkaya dan lebih banyak
faidah dari pada hadist ini. Dan sepakat para imam, seperti
imam Syaft', imam Ahmad bin Hambal, ibnu Mahdi, Ibnu
Madini, Abu Daud, Daraqutni dan lainnya, bahwa hadist ini
tercakupi sepertiga ilmu agama, karena usaha hamba terdiri dari
perbuatan anggota, perkataan dan hatinya, maka niat adalah
salah satu dari tiga macam tersebut,dan niat adalah yang paling
kuat, karena niat adalah ibadah yang terasing, sedangkan ibadah
lainnya membutuhkan kepada niat.

Menurut Imam Ahmad menunjukkan bahwa hadist tersebut
tercakupi sepertiga ilmu, karena kaidah diatas adalah salah satu
dari tiga kaidah dasar dalam mazhabnya yang kembali semua
hukum kepadanya. Karena ia mengatakan pondasi Islam terdiri
dari tiga hadist, yaitu “oldu Jue¥” dan hadist - Ul @ Susi e
5, s Me” Jdan hadist “cu oAy e IS

Menurut Abu Daud, perputaran sunnah Rasulullah diatas
empat hadist, yaitu: “oldt Jus9” dan Y b5 ol ol e e
wm” dan oy pl Ay o IS dan ‘L Y e Y b & )7L ditempat
yang lain beliau mengatakan bagi manusia sudah cukup dengan
empat buah hadist,yaitu hadist diatas kecuali hadis yang terakhir
dan digantikan dengan hadist “ 2, b &Y op 5 Wse sl 0S5 Y

Pendapat al-Huqqah yang diambil dari Ibnu Mahdi dan
Ibnu Madini, bahwa perputaran segala hadist diatas empat
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Kaidah ini mencakup seluruh syari’at agama
ini. Tidak ada sedikitpun hukum syari’at yang
keluar dari kaidah ini, baik yang berkait dengan
pokok maupun cabang-cabang agama ini, juga
berhubungan dengan hak Allah Taala maupun
yang berhubungan dengan hak para hamba-
Nya.®!

Dari kaidah ini dapat dijelaskan bahwa:

a. Niat itu mengkhususkan kalimat yang umum,
tetapi sebaliknya tidak dapat membuat umum
kalimat yang khusus. Misalnya, ada orang
bersumpah: “Demi Allah saya tidak berbicara
dengan seseorang”, lalu ia ditanya: “siapa yang
kau maksud dengan seseorang itu”. Kalau ia
menjawab: “yang saya maksud dalam niat saya
adalah si Fulan”, maka menurut hukum, ia bisa
dibenarkan, sehingga jika ia berbicara dengan
selain Fulan, ia tidak dianggap melanggar
sumpah.®

b. “Lafad itu tergantung atas niat orang yang
melafalnya”.

Misal, orang keadaan junub mengucap: &t
Os2l, «JlUly kalau dalam mengucapkan itu niat
berdzikir karena datangnya musibah, hukum-
nya tidak haram, tetapi bila ia mengucapkan
dengan membaca Al-quran hukumnya
haram.

c. “Amalan fardhu itu, kadang dapat berhasil

dengan niat sunnah”.

Misal, seseorang dapat melakukan rasyahud
akbir. Semula ia mempunyai sangkaan,
bahwa yang dilakukannya adalah rasyahud
awal, lalu pada akhirnya ia ingat, bahwa
yang ia kerjakan adalah tasyahud akhir maka
tasyahudnya tetap sah.

hadist, yaitu; “ctib JueYr” dan “E3% il Vi phes 4 25 2 V7 dan
o e Sl &7 dan ST e e el sl Je 2™ dan kemudian
Ibnu Mahdi menambahkan bahwa “ bahwa hadist tentang niat
masuk dalam tiga puluh bab ilmu, sedangkan menurut imam
Syafi’ hadist tersebut masuk dalam tujuh puluh bab ilmu.

Lihat selengkapnya Syaikh ‘Adil Ahmad Abd al-Mawjtid dan
Syaikh Ali Muhammad, 7zhgiq al-Asybih wa..., h. 54

¢! Imam Musbikin dan Aziz Mushaffa, Qawaidul Fighiyyah,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 10

62'T4j al-Din al-Subki, al-Asybéh..., h. 76
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d. “Suatu ibadah sama persis dengan ibadah
yang lain, maka didalam niatnya disyaratkan
tayin (menentukan)”.

e. “Bagi ibadah fardhu, dimana kefardhuannya
harus dicantumkan dalam niat, maka zzyin
(penentuan) harus juga dicantumkan”.

f. “Suatu amal yang tidak disyaratkan yin,
tetapi zayin itu dicantumkan dan kemudian
terjadi kekeliruan, maka amal itu menjadi

batal.

a. Furd’ al-Qa ‘idah

Furd’ dari al-Qawd‘id al-Fighiyah ini men-
cakup semua permasalahan hukum syar’i,
namun disini hanya disebutkan beberapa contoh
kasusnya saja, yaitu:

1) Barang siapa yang membunuh seorang
muslim tanpa ada sebab syar’i yang mem-
bolehkannya, maka kalau dia melakukannya
karena unsur kesengajaan maka ada hukum
tersendiri, sedangkan kalau tanpa sengaja
maka hukumannya pun lain.

sebuah

barang yang terjatuh dijalanan dengan niat

2) Barang siapa yang mengambil

untuk dimilikinya, maka dia itu disebut
Ghisib®, yang karena itu maka dia wajib
untuk mengembalikannya, kalau benda itu
rusak ditangannya, baik rusaknya karena
kesengajaan dari dia ataukah tidak, namun
kalau dia mengambilnya dengan niat untuk
menyimpannya dan akan mengembalikan-
nya kepada pemiliknya maka dia menjadi
seorang amin (orang yang mendapatkan
kepercayaan untuk menjaga sebuah benda),
maka atas dasar ini dia itu tidak menggantinya
meskipun rusak ditangannya kecuali kalau
sengaja dia merusaknya.*

3) Orang yang makan, kalau dia berniat dengan
makannya untuk bisa menjalankan ibadah
kepada Allah, maka makannya berubah

menjadi ibadah yang berpahala, namun

¢ Maksudnya adalah orang yang mengambil harta orang
lain dengan jalan haram.
¢ Muhammad SHidqi al-Burnu, A-Wajiz Fi Idhabi..., h. 124
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kalau tidak berniat sama sekali dan cuma
karena sudah kebiasaannya dia makan, maka
dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga

amal perbuatan lain yang asalnya mubah.

4) Barang siapa yang menjual anggur atau lain-
nya dengan niat untuk dijadikan sesuatu yang
haram, seperti akan dijadikan sebagai khamr
(arak), maka hukumnya haram, sedangkan
kalau tidak ada niat dan tujuan seperti itu maka
hukumnya halal.

5) Seseorang yang dititipi sebuah barang untuk
dijaganya, lalu dia memakainya, maka ber-
arti dia telah berbuat melampaui batas
terhadap benda tersebut, yang mana dia
harus menggantinya apabila rusak. Lalu jika
dia menyimpannya kembali tapi dengan
niat akan memakainya kembali maka dia
tetap wajib menggantinya apabila rusak di
tangannya meskipun tanpa ada unsur ke-
sengajaan darinya. Namun kalau setelah dia
pakai itu lalu dia simpan kembali dengan
niat tidak akan memakainya lagi, maka dia
tidak menggantinya kalau rusak tanpa ada
unsur kesengajaan darinya.

6) Kalau ada sescorang yang tidur sebelum
dhuhur, lalu bangun saat jam satu siang,
namun dia menyangka kalau saat itu sudah
jam lima sore, kemudian dia shalat empat
rakaat dengan niat salat ashar, maka salatnya
tidak sah dan dia harus mengulang salat
dhuhur lagi, juga dia harus mengerjakan
salat ashar kalau sudah masuk waktunya.
Tidak sahnya salat dhuhur karena dia
berniat salat ashar dan bukan salat dhuhur,
sedangkan tidak sah salat asharnya karena
belum masuk waktunya. Namun kalau dia
shalat tadi dengan niat salat dhuhur maka
salatnya sah.

b. al-Mutstandiydit (Pengecualian)

Pengecualian dari a/-Qawd‘id al-Fighiyah
ini antara lain, pertama, suatu perbuatan yang
sudah jelas-jelas ibadah bukan adat, sechingga
tidak bercampur dengan yang lain tidak di-
perlukan niat, seperti iman kepada Allah,
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ma'rifat, khauf, raji’, iqgdmah, adzan, dzikir,”
dan membaca Al-Qur’an kecuali apabila mem-
bacanya dalam rangka nazar, kedua, tidak di-
perlukan niat dalam meninggalkan perbuatan
yang diharamkan, seperti meninggalkan zina
dan perbuatan-perbuatan lain yang diharam-
kan, karena yang dimaksud sudah tercapai
dengan tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan
tersebut. Apabila mengharap dapat pahala
maka diperlukan niat untuk meninggalkan
yang dilarang,® ketiga. Keluar dari salat tidak
diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam
melakukan suatu perbuatan bukan meninggal-
kan suatu perbuatan.

Analisis Penerapan Istigra’ Dalam Penyusunan
Al-Qawd’id Al-Fighiyyah

Dilihat dari uraian di atas, penyusunan a/-
Qawd‘id al-Asisiyah sudah memenuhi unsur
cara kerja metode #stigrd’. Hal ini dapat di-
identifikasikan dengan beberapa cara:

Pertama, al-Qawd’id yang dirumuskan oleh
al-Subki berasal dari sebahagian (gh4lib) materi
fikih (fur®’) yang bersesuaian antara satu furi’
dengan fur4’ lainnya. Dalam hal ini al-Subki
menggunakan konsep #stigrd’ ndqish. Ini berarti
tidak semua permasalahan (fur®’) yang berada
dalam cakupan hukum universal (qgaw?’id) itu
harus diteliti. Dengan kata lain, cukup mem-
pelajari sebagian besar yang mewakilinya saja.
Karena dengan mempelajari sebahagian, maka
sebahagian yang lain akan menghasilkan hasil
yang sama. Dalam kajian logika, al-Subki dalam
merancang kaidahnya menggunakan prinsip
keterangan tunggal (juziyah-juz’iyah) yang
diperoleh melalui observasi, untuk membentuk
teori ilmiah secara universal (al-Qawa‘id al-
Fighiyah).

Induksi lengkap disebut dengan istigra’
tdmm, sedangkan induksi tak lengkap oleh al-

Subki disebut dengan istilah #stigrd’ ndqish atau
oleh al-Razi (544-606 H.) dinamakan istigra’

'T4j al-Din al-Subki, al-Asybéih..., h. 60
¢ Ibnu Nujaim, al-Asybih wa ..., h. 2
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maznin.” Dimana istigrd ini dapat dijadi-
kan dan diterima sebagai dalil.®® Pembicaraan
tentang induksi sudah dimulai dalam fikih
setidaknya oleh al-Ghazali (w. 505),” tetapi
pemanfaatannya sesungguhnya sudah dimulai
sejak awal Islam, ketika kaum muslimin
membakukan teks wahyu yang akan mereka
gunakan sebagai pegangan hidup, termasuk se-
bagai sumber hukum.

Induksi yang dipergunakan dalam pe-
nyusunan a/-Qawa id al-Fighiyah bukanlah jenis
istiqrd’ tdm (induksi lengkap) yang bernilai pasti
dan hanya mengumpulkan pengetahuan tetapi
tidak bisa mengembangkannya. Induksi lengkap
memang tidak mempunyai kekecualian, tetapi
tidak mendorong kemajuan pengetahuan.”
Induksi tak-lengkap (istiqra’ niqish) dianggap
lebih  penting, dikarenakan penalaran ini
melibatkan suatu proses melewati pertimbangan
“dari beberapa” ke semua. Logika terus-terusan
telah memberi peringatan terhadap proses
seperti ini. Namun, dalam induksi tak-lengkap,
orang menyimpulkan dari observasi terhadap
contoh-contoh, baik sedikit atau banyak tetapi
tidak semua, bahwa suatu pernyataan umum
mengenai ini dianggap benar.”! Misalnya ketika
T4j al-Subki menyebutkan bahwa cakupan
furd’ dari kaidah “al-Yaqin 14 Yurfa'u bi al-Syak”
mencapai % bahasan fikih. Pernyataan al-Subki
ini berangkat dari penerapan metode istigrd’
ndqis dalam menghasilkan kaidah “al-Yaqin 14
Yurfa'u bi al-Syak”.

Kedua, Dalam setiap penyebutan kaidah,
disertai dengan kasus-kasus pengecualian yang

7 'T4j al-Din ‘Abd al-Wahhab bin ‘Ali al-Subki, a/-1bhdj fi
Syarh al-Minhdij, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyah, 1995),
h. 173. Fakhr al-Din Muhammad bin ‘Umar bin al-Husayn al-
Razi, al-Mahshil fi Thn al-Ushil, vol. 6 (Riyad: Jami’ah al-Imam
Muhammad bin Sa'td al-Islamiyah, 1400 H.), h. 217

 Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, Istigra’ wa Dawrubu fi
Marifat Magishid al-Syari'ah, (Ttp: Maktabah al-Rusydi, tt), h.
22. Abi Hayyan al-Andalusi, a/-Bahr al-Muhith, cet.1l, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1403 H), h. 10

% Abt Hamid al-Ghazali , al-Mustashfi min ‘llm al-Ushil ,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyah: 2000), h. 36.

7 P Hardono Hadi, Epistemologi: Filsafat Pengetahuan,
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), h.135

' P. Hardono Hadi, Epistemologi:..., h. 135
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tidak dapat dicakup oleh maksud gawai’id yang
disusun oleh al-Subki.

Penutup

Penerapan  #stigra’ dalam  al-Qawd’id  al-
Fighiyyah dapat dilacak ketika dalam penyusunan
al-Qawi’id al-Fighiyyah mengambil intisari dari
aturan-aturan fikih (fur®’) yang memiliki ke-
serupaan 7/at atau hikmahnya yang hasilnya
kemudian dirumuskan dalam kaidah-kaidah
umum yang mencakup kasus-kasus hukum
partikular di bawahnya yang menjadi “anggota’
penyusun kaidah itu. Disamping itu setiap kaidah
selalu  dicantumkan pengecualian-pengecualian
(mutstanayat).

Disamping itu, dapat dianalisis dari setiap
argumen dari hasil kerja #stigrad’ memiliki tiga
ciri khas, yakni sintesis, umum (general), dan
aposteriori. Ciri sintesis terlihat ketika ke-
simpulan ditarik dari furiiyah yang memiliki
kesesuaian, yaitu dengan jalan mensintesiskan
atau menggabungkan kasus-kasus yang terdapat
dalam premis-premis yang diperoleh. Ciri
umum adalah karena kesimpulan yang ditarik
selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak
atau yang lebih umum sifatnya dibandingkan
jumlah kasus yang terkumpul dalam premis-
premisnya. Artinya ketika a/-Qawd‘id al-
Fighiyyah dirumuskan, ia sudah bersifat umum.
Ciri aposteriori adalah karena kasus-kasus
konkret yang dijadikan landasan atau titik tolak
argumen. Semua kasus tersebut merupakan buah
hasil pengamatan inderawi, bukan kebenaran-
kebenaran fikiran belaka.
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